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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Urusan kesehatan menjadi urusan dan tanggung jawab organisasi kesehatan 
karena sudah menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Hal ini sesuai peraturan 
pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  
 Perkembangan kesehatan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan  
dan harapan hidup yang optimal. Dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 
diperlukan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan bidang kesehatan  dengan 
sumberdaya, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya sarana dan 
prasananya yang standar. Departemen kesehatan beserta jajarannya adalah sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
pembangunan derajat kesehatan bukanlah hal yang mudah, karena terjadi beberapa 
hambatan diantaranya adalah perilaku individu, masalah lingkungan, dan masalah 
penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Selain itu juga masalah masih 
terbatasnya tenaga kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan manajemen 
kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2004). 
 Di antara masalah yang tersebut diatas, bidang manajemen memegang 
peranan penting dalam peranan kepemimpinan. Tanpa adanya pengetahuan SDM 
dalam hal manajemen terutama kemampuan teknis dan kemampuan konseptual, 
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aparat puskesmas sebagai unit pelaksana Teknis Daerah tingkat II akan sulit 
mencapai tujuan pembangunan kesehatan yaitu tercapainya derajat kesehatan yang 
optimal (Kartono, 2010). 
 Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 
dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes, 2014). Puskesmas sebagai organisasi 
pelayanan di bidang kesehatan masyarakat sebagaimana umumnya organisasi, 
memiliki sejumlah permasalahan yang melingkupinya, baik itu internal maupun 
eksternal. Dari berbagai literatur yang ada, sebagian besar permasalahan yang 
dianggap melingkupi pengelolaan Puskesmas antara lain: 1) Visi, misi dan fungsi 
puskesmas belum dirumuskan secara jelas; 2) Sistem manajemen puskesmas dengan 
berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan; 3) Keterlibatan masyarakat yang 
merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama belum 
optimal, salah satu faktor yang di anggap berpengaruh dalam kesuksesan pengelolaan 
Puskesmas terkait faktor pelaksanaan fungsi manajemen (Soegianto, 2007). 
 Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas adalah seorang tenaga kesehatan yang di 
tunjuk oleh kepala puskesmas yang bertanggung jawab mengelola kegiatan yang 
betanggung jawab dalam pencapaian tujuan kegiatan, dimana pelaksana melakukan 
kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan dengan fungsi-fungsi manajemen untuk 
mencapai tujuan tersebut. salah satu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R 
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Terry terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.  
Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry lebih sederhana dan dapat di 
terapkan oleh pelaksana kegiatan atau program di tingkat Puskesmas, dibandingkan 
fungsi manajemen lain seperti fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Koontz 
O’Donnel, meliputi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Dimana 
pada fungsi staffing atau penyusunan personalia tidak dapat dilakukan oleh pelaksana 
kegiatan karena terbatas dengan kewenangan yang dimilikinya karena fungsi staffing 
ini terkait dengan recruitmen, latihan dan pengembangan serta penempatan dan 
pemberian orientasi pada tenaga dalam lingkungan kerja yang lebih produktif. 
 Puskesmas Tamangapa berada dalam wilayah kecamatan Manggala kota 
Makassar, dengan wilayah kerja yaitu kelurahan Tamangapa. Kelurahan Tamangapa 
terdiri dari 7 RW dan 30 RT, dengan luas wilayah 662 ha. Puskesmas Tamangapa 
terdiri dari 10 ruangan dengan status rawat jalan dengan jumlah tenaga kesehatan 
sebanyak 28 orang.Berdasarkan data penyakit terbesar di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa Makassar dari tahun 2012, 2013, 2014 adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.1 Data penyakit terbesar di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Makassar 
No Penyakit 2012 2013 2014 
1 Infeksi saluran 
pernapasan akut (ISPA) 
1.059 1.297 3.482 
2 Diare 938 1.249 1.888 
3 Hipertensi  623 706 843 
Sumber: Data sekunder 
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 Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, penyakit ISPA mengalami 
peningkatan sebesar 55% jumlah penderita, adapun penyakit Diare mengalami 
peningkatan sebesar 34% jumlah penderita, dan penyakit Hipertensi mengalami 
peningkatan sebesar 14% jumlah penderita. Oleh karena itu aktifitas yang ada di 
dalamnya membutuhkan kerja sama dari semua tenaga kesehatan di Puskesmas 
terutama pimpinan Puskesmas untuk mengelola pelayananan kesehatan berdasarkan 
fungsi manajemen, yang terkhusus pada unit program pengendalian penyakit menular 
(P2M) dalam upaya menurunkan angka kejadian penyakit ISPA, Diare, Hipertensi di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa dengan baik, Selain itu adanya keluhan dari staf 
Puskesmas terhadap beberapa kebijakan yang di buat oleh pihak manajemen 
Puskesmas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan pelayanan 
kesehatan berdasarkan fungsi manajemen pada program pengendalian penyakit 
menular (P2M) di Puskesmas Tamangapa Makassar. 
B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian 
ini adalah bagaimana Gambaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan 
Fungsi Manajemen pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar Tahun 
2016. 
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C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian 
1. Definisi operasional  
 Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari terjadinya kesalahan  
penafsiran dalam penelitian ini maka dibuat definisi operasional dari variabel-variabel 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan (planning) pelaksanaan kegiatan/program P2M, yaitu didefinisikan 
sebagai penyusunan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan atau 
program, menentukan sumber daya pendukung (menghitung kebutuhan tenaga, 
alat dan tempat) serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/program.  
b. Pengorganisasian (organizing) pelaksanaan kegiatan atau program P2M, yaitu 
didefinisikan sebagai kegiatan menyusun kelompok kerja, membagi tugas dan 
mendelegasikan wewenang. 
c. Penggerakan (actuating) pelaksanaan kegiatan atau program P2M, yaitu 
didefinisikan sebagai proses pembinaan kepada tenaga kesehatan agar bersedia 
bekerja sesuai rencana yang di tetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan, 
meliputi memberikan pengarahan tentang tugas kelompok kerja dalam kegiatan 
atau program P2M, dan memberikan motivasi dan keikutsertaan pelaksana 
kegiatan dalam  kegiatan atau program. 
d. Pengawasan (controlling) pelaksanaan kegiatan atau program P2M, yaitu 
didefinisikan sebagai tindakan menilai hasil kegiatan atau program yang 
dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
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e. Evaluasi (evaluating), pelaksanaan kegiatan atau program P2M, didefinisikan 
sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang mengetahui hasil 
programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk 
mencapai tujuan secara efektif. evaluasi tidak hanya sekedar menentukan 
keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga mengetahui mengapa keberhasilan atau 
kegagalan itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut. 
2. Ruang lingkup penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa Makassar yang berada 
dalam wilayah Kecamatan Manggala kota Makassar, dengan wilayah kerja di 
Kelurahan Tamangapa. 
D. Kajian Pustaka 
 Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pengelolaan pelayanan 
kesehatan berdasarkan fungsi manajemen di Puskesmas adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan 
Fungsi Manajemen 
NO Nama Judul (tahun) Jenis penelitian Hasil penelitian 
1. Marizon 
dan 
Kiswanto 
Implementasi 
Fungsi-Fungsi 
Manajemen 
Publik (2013) 
Kualitatif Temuan dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
manajemen yang dilaksanakan 
di Puskesmas 
Bengkalis masih kurang 
efektif. Dilihat dari 
pelaksanaan fungsi 
perencanaan (P1), diketahui 
bahwa 
lemahnya perencanaan karena 
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Kepala Puskesmas tidak 
melakukan pengumpulan data 
yang baik, 
sehingga masalah kesehatan 
masyarakat selalu menjadi 
masalah yang sifatnya dadakan 
dan tidak 
mampu diantisipasi jauh 
sebelum kejadian sebut terjadi. 
Fungsi pelaksanaan dan 
pengendalian (P2) 
belum efektif dan masih 
dirasakan belum sesuai dengan 
ketentuan dan kondisi. 
Pelaksanaan masih 
bersifat rutinitas dari pekerjaan 
sehari-hari. Fungsi pengawasan 
dan pertanggungjawaban (P3) 
sudah dijalankan dengan efektif 
tapi belum optimal seperti 
dalam pengawasan sudah 
dilakukan 
secara internal maupun 
eksternal. 
2. Hanny 
Handyani 
Hubungan 
peran dan 
fungsi 
manajemen 
kepala ruangan 
dengan 
keberhasilan 
pelaksanaan 
program 
pengendalian 
Infeksi 
Nosokomial 
(2004) 
Deskriptif 
analitik secara 
cross sectional 
Hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan bermakna 
antara peran dan fungsi 
manajemen karu 
dengan faktor keberhasilan 
kegiatan pengendalian IN. Dari 
analisis didapatkan bahwa karu 
yang 
melakukan fungsi perencanaan 
yang baik berpeluang 
meningkatkan keberhasilan 
pengendalian IN 8,997 kali 
dibandingkan dengan 
karu yang melakukan fungsi 
perencanaan kurang baik 
setelah dikontrol oleh usia dan 
masa kerja sebagai karu. Karu 
yang melaksanakan 
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fungsi pengarahan dengan baik 
berpeluang meningkatkan 
keberhasilan pengendalian IN 
21,411 kali dibandingkan karu 
yang berfungsi 
pengarahan kurang baik setelah 
dikontrol oleh usia dan masa 
kerja sebagai karu. 
3. Ulfayani 
ramsar 
 
Penerapan 
Fungsi 
Manajemen di 
puskesmas 
Minasa Upa 
(2012) 
 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
deskriptif 
 
Hasil penelitian menjelaskan 
bahwa perencanaan dimulai 
dan penetapan tujuan kegiatan 
sebelum melakukan langkah-
langkah kegiatan dan strategi. 
Pengelompokkan dilakukan 
dalam pembagian tugas dan 
wewenang yang akan 
dilakukan. Koordinasi dan 
pengarahan berjalan bersama 
dari tercapainya tujuan yang 
ditetapkan.Serta penilaian yang 
menjadi tolak ukur dan 
pelaksanaan kegiatan.Saran 
yang diberikan adalah agar 
melakukan evaluasi secara 
berkala terhadap kegiatan yang 
telah dikerjakan untuk 
kedepannya dapat lebih efektif 
lagi dalam hal penyusunan 
perencanaan dan pencapaian 
tujuannya.Senantiasa 
melakukan perbaikan secara 
terus-menerus dengan 
melakukan pelatihan dan 
pendidikan . 
4. Darwin 
Husein  
Analisis Fungsi 
manajemen 
puskesmas yang 
berhubungan 
dengan 
pencapaian 
program 
penanggulanan 
Survey Cross 
Sectional 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa puskesmas dengan 
proporsi PTP buruk 50%, 
Minilok buruk 58%,supervisi 
buruk 55,6% , kecukupan Input 
buruk 52,8%, dan cakupan 
buruk 72,2%. Untuk itu segera 
diperlukan pembenahan fungsi 
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deman berdarah 
dengue di kota 
Palembang 
tahun 2000 
manajemen secara terpadu di 
36 Puskesmas di Kota 
Palembang, sehingga 
mereka lebih mengerti akan 
hak dan kewajiban sebagai 
penanggung jawab 
pembangunan kesehatan di 
wilayahnya. 
Hasil analisis bivariat 
menunjukkan bahwa skor 
buruk pada PTP, Minilok, 
Supervisi dan kecukupan input 
secara bermakna menyebabkan 
cakupan kegiatan Program 
P2DBD menjadi buruk 
(a=0,05). Hasil analisis 
multivariat dengan Regresi 
Logistik menunjukkan bahwa 
variabel yang paling 
berpengaruh terhadap 
cakupan kegiatan Program 
P2DBD di Kota Palembang 
adalah Supervisi (p=0,0434) 
dan Input (p =0,0157). 
Sumber: Data Sekunder  
 Dari beberapa jurnal penelitian di atas dan penelusuran berbagai sumber yang 
memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Ciri khas dan 
fokus penelitian terdapat beberapa kesamaan seperti, dalam jurnal Ulfayani Ansar 
(2012) dan Marison & Kiswanto (2013) sama-sama ingin melihat bagaimana 
gambaran implementasi fungsi manajemen di Puskesmas. Namun saya menambah 
fokus penelitian dengan melihat bagaimana pengelolaan pelayanan kesehatan pada 
fungsi manajemen pada program pengendalian penyakit menular (P2M). Jurnal 
Hanny Handayani (2004) dimana dalam jurnal Hanny hanya melihat bagaimana 
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peran dan fungsi manajemen kepala ruangan rumah sakit dalam pengendalian infeksi 
nosokomial, namun saya lebih fokus terhadap fungsi manajemen yang di terapkan 
dalam mengelola pelayanan kesehatan yang terkhusus pada pada program 
pengendalian penyakit menular (P2M) di puskesmas. Penelitian Darwin Husein 
(2000) sama-sama ingin melihat bagaimana penerapan fungsi manajemen pada 
pengendalian program P2DBD dengan jenis penelitian kuantitatif, namun saya ingin 
lebih mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam 
pengelolaan pelayanan kesehatan yang terfokus pada program pengendalian penyakit 
menular (P2M) dengan memakai metode kualitatif. 
 Dari beberapa hasil penelitian, jelas terdapat beberapa relevansi dengan 
penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun berbagai tulisan 
tersebut memiliki beberapa ciri khas, fokus penelitian, lokasi penelitian dan metode 
yang digunakan dalam penelitian masing-masing yang berbeda dengan penelitian 
yang akan dilakukan ini dalam penelitian ini, saya secara signifikan lebih 
memfokuskan bagaimana gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan 
fungsi manajemen pada program pengendalian penyakit menular (P2M) di 
Puskesmas Tamangapa Makassar . 
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E. Tujuan Penelitian  
1. Tujuan umum  
Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan 
fungsi manajemen pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar. 
2. Tujuan khusus  
a. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan 
 perencanaan (planning) Pada Program P2M. 
b. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan  
 pengorganisasian (organizing) Pada Program P2M. 
c. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan  
 pelaksanaan (actuating) Pada Program P2M. 
d. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan  
 pengawasan (controlling) Pada Program P2M. 
e. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan 
 evaluasi (evaluating) Pada Program P2M. 
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F. Manfaat Penelitian  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang 
mengaksesnya, terutama : 
1. Pihak Pelaksana fungsi manajemen Puskesmas Tamangapa Makassar 
 Hasil penelitian ini diharapakan menjadi sumber informasi, saran dan 
masukan bagi pihak pelaksana fungsi manajemen di Puskesmas Tamangapa dalam 
meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada program pengendalian penyakit 
menular khususnya. 
2. Bagi institusi  
 Penelitian ini diharapkan sebagai sumber tambahan referensi bagi institusi 
yang menaungi peneliti, yaitu Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar. 
3. Bagi peneliti  
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat 
memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti. 
4. Bagi masyarakat  
 Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A.  Tinjauan Umum Tentang Kepemimpinan 
1. Pengertian Kepemimpinan  
 Definisi kepemimpinan adalah kreativitas dalam bertindak. Kepemimpinan 
merupakan kemampuan untuk melihat masa saat ini yang berhubungan dengan masa 
depan, namun tetap menghargai masa lalu. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk 
mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan 
sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari 
belakang (Satrianegara, 2014) 
 Konsep kepemimpinan pada institusi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari 
konsep kepemimpinan secara umum. Para peneliti biasa mendefinisikan 
kepemimpinan sesuai dengan perspektif-perspektif individual dan aspek dari  
fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Kepemimpinan telah di definisikan 
dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, 
pola-pola interaksi, hubungan peran, tempatnya pada suatu posisi administrasi, serta 
persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh (Nuraeni, 2010). 
 Faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam 
keseluruhan upaya untuk meningkatkan kinerja, baik pada tingkat kelompok maupun 
organisasi. Dikatakan demikian karena kinerja tidak hanya menyoroti pada sudut 
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tenaga pelaksana yang pada umumnya bersifat teknis tetapi akan juga dari kelompok 
kerja dan manajerial (Atmodjo, 2003). 
 Menurut House (1999), mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan 
individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu 
memberikan konstribusinya demi efektifitas dan keberhasilan organisasi. 
 Sedangkan menurut Hersoy (1980) kepemimpinan adalah suatu proses yang 
mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan 
yang telah di tetapkan dalam suatu situasi tertentu. 
 Pendapat lain di kemukakan (Terry, 1972), kepemimpinan adalah hubungan 
yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki oleh seseorang tersebut secara 
sukarela mau dan bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan . 
 Adapula pendapat lain yang dikemukakan oleh (G.L.Ferman & E. kaylor 
1950), bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan 
kelompok mencapai tujuan organisasi dengan efektifitas maksimum dan kerja sama 
dari tiap-tiap individu. 
 Dari definisi di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan akan muncul jika ada 
seseorang yang karena sifat-sifat dan perilaku yang dimilikinya mempunyai 
kemampuan untuk mendorong orang lain guna berfikir, bersikap dan ataupun berbuat 
sesuai dengan yang diinginkannya. 
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Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-An’am ayat 135: 
                        
                  
 Terjemahnya:  
 "Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 
 sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah 
 (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. 
 Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 
 keberuntungan" (Depag RI, 2011). 
 
 Ayat diatas menunjukkan bahwa hanya dengan menerapkan fungsi 
manajemen melalui kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat 
diwujudkan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, seorang 
manajer atau pemimpin  yang berkualitas pula yang  mampu memberikan arahan atau 
memberikan motivasi kepada bawahan sehingga proses atau tujuan yang ingin di 
capai oleh suatu organisasi  berjalan dengan lancar. 
  Diakui atau tidak, pemimpin akan selalu menjadi unsur penting yang 
menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi. Oleh karena itu maka pemimpin  
selalu berperan dalam pembentukan sumber daya manusia yang pontensial. Maka 
seorang pemimpin harus memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam memberikan 
arahan dan memotivasi bawahan sehingga tujuan dari pada organisasi bisa tercapai 
sesuai dengan yang diharapkan.   
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2. Teori-Teori Kepemimpinan  
 Berdasarkan teori kepemimpinan yang ada dapat diketahui berbagai macam 
pendekatan antara lain : 
a. Pendekatan Teori sifat 
 Menurut teori ini pemimpin adalah orang-orang besar yang muncul oleh 
karena mempunyai kelebihan sifat misalnya, memiliki integritas tinggi, memiliki 
keberanian, memiliki pemikiran yang luas, memiliki kharisma dan lain sebagainya. 
b. Pendekatan Perilaku 
 Teori ini lebih menitik beratkan pada pelaku (behavior) seseorang pemimpin 
ialah suatu tokoh pada aliran ini adalah Blake dan Mouton dalam Managerial Grid 
yang menggambarkan dua kemungkinan perilaku aktifis, concern lebih menekan 
pada hasil kerja atau diantara keduanya. 
c. Pendekatan Situasional  
 Dalam hal ini kepemimpinan disesuaikan dengan berbagai situasi yang 
dihadapi dan dipelajari, kepemimpinan apa yang cocok untuk situasi itu, pendekatan 
teori ini lahir karena teori sifat dan pendekatan perilaku tidak banyak memberikan 
jawaban dalam gaya kepemimpinan. Karena keberhasilan seorang pemimpin tidak 
hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dirinya, namun juga variabel-
variabel lain di antaranya ialah visi dan misi organisasi, sifat pekerjaan, lingkungan 
orang serta karakteristiknya individu yang terlibat dalam organisasi. Pendekatan ini 
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memberikan arti yang cukup banyak bagi pemimpin dalam prakteknya yaitu dalam 
memasukkan pertimbangan situasi secara keseluruhan dalam rancangan kegiatan. 
d. Leader Follower Exchange 
 Pendekatan ini mengasumsi bahwa kepemimpinan akan lebih produktif bila 
perilaku memilih disesuaikan atau didasarkan pada hasil interaksinya yang terdapat 
antar pemimpin dan pengikutnya. 
3. Sifat kepemimpinan  
  Dalam upaya menilai sukses atau gagal pemimpin antara lain dilakukan 
mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu. yang di gunakan sebagai 
kriteria untuk menilai kepemimpinannya menurut Ordway Tead dalam bukunya, 
mengemukakan 10 sifat yaitu : 
a. Kepercayaan diri 
b. Kecerdasan 
c. Penguasaan teknis 
d. Kreasi jasmaniah dan mental 
e. Keramahan dan kecintaan 
f. Kesadaran akan tujuan dan arah 
g. Keterampilan mengajar 
h. Antusiasme (semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar) 
i. Integritas (keutuhan, kejujuran, dan ketulusan hati) 
j. Ketegasan dalam pengambilan keputusan 
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4. Fungsi Kepemimpinan  
Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membangun, motivasi-
motivasi kerja, menggunakan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang 
baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien dan membawa 
pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan 
perencanaan. 
  Para ahli berpendapat bahwa tipe kepemimpinan yang baik adalah yang 
mengintegrasikan secara maksimal antara produktifitas dan kepuasan,  pertumbuhan 
dan perkembangan manusia dalam semua situasi. Tetapi penelitian lebih lanjut bahwa 
sesungguhnya tidak ada tipe kepemimpinan yang lebih baik, yang penting adalah 
keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila pemimpin dapat menyesuaikan tipe 
kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi, sejauh mana seorang pemimpin 
memperhatikan situasi akan tergantung dengan apa yang disebut “Tingkat 
kematangan” yang ditunjukkan oleh bawahan terhadap tugas-tugas tertentu, fungsi 
dan tujuan organisasi yang akan dicapai (Wahdjosumijo, 2000). 
B.  Tinjauan Umum Tentang Fungsi Manajemen 
1. Pengertian Manajemen 
  Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengaturan 
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen 
dalam mencapai tujuan (Hasibuan, 1996). Manajemen merupakan suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan yang diinginkan dan manajemen adalah suatu jenis pekerjaan 
khusus yang menghendaki usaha mental dan fisik. Fungsi manajemen sendiri dalam 
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hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat 
digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan adminstratif 
yang terdiri dari memimpin, merencana, menyusun dan mengawasi. Setiap pemimpin 
harus menjalankan fungsi tersebut di dalam organisasi tersebut sehingga hasilnya 
merupakan keseluruhan yang sistematik (Herujito, 2001). 
  Manajemen adalah koordinasi antara berbagai sumberdaya melalui proses 
perencanaan, pengorganisasian, dan ada kemampuan pengendalian untuk mencapai 
tujuan (Sabarguna, 2009). 
 Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (1991) yang dikutip Hasibuan (2007) 
mendefinisikan bahwa manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu 
melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas 
sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
penempatan, pengarahan, dan pengendalian.  
  Pendapat tersebut menyatakan bahwa manajemen mempunyai tujuan yang 
ingin di capai dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang 
sama. Kegiatan manajemen yang baik dilaksanakan dengan koordinasi yang baik 
pula, yang di mulai dari perencanaan sumber daya sampai kepada pengawasan 
sumber daya. Melalui manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat 
dikelola dengan baik sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan. 
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2. Unsur- Unsur Manajemen 
 Terdapat unsur-unsur di dalam menajemen yaitu terdiri dari 6M yang 
merupakan singkatan  dari : Men (Manusia); Money (dana); Materials (bahan, sarana 
dan prasarana); machine (mesin, peralatan atau tekhnologi); Method (metode); 
Market (pasar atau masyarakat). Melihat adanya sifat keterbatasan atau  
ketidakpastian, maka unsur-unsur yang ada harus di manfaatkan secara  efektif dan 
efisien. Dengan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen, yang paling 
terutama adalah unsur manusia dan juga sumberdaya, karena peranannya dalam 
manajemen sangat penting melebihi unsur lainya, maka Siagian mengatakan bahwa 
manusia merupakan “titik sentral” dari manajemen.  
3. Fungsi Manajemen 
  Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar 
dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen, yang terdiri dari : 
a. Perencanaan yaitu usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa 
 alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, 
 program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
b. Pengorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur 
 melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam 
 rangka mencapai tujuan secara nyata. 
c. Penyusunan staf (departemensi)  yaitu suatu usaha penempatan orang-orang yang 
 tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. 
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d. Penggerakan diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan 
 anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan 
 yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. 
e. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak 
 pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah 
 ditetapkan (Salam, 2007). 
 Winardi (2000), dalam proses pelaksanaan, manajemen mempunyai tugas-tugas 
khusus yang harus dilaksanakan, tugas-tugas itulah yang biasanya disebut fungsi 
manajemen, George R. Terry seorang penulis teks book “manajemen” terkemuka 
berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi : 
a. Perencanaan (planning) 
 Planning adalah suatu fungsi pemilihan alternatif melalui suatu proses yang 
rasional untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan program, maupun prosedur 
untuk memperbaikinya. Fungsi planning dalam manajemen merupakan fungsi dasar 
dari fungsi lainnya, karena perencanaan merupakan tujuan, arah strategi, aturan, 
maupun program yang akan selalu menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi 
manajemen lainnya. 
 Adapun fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah 
kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan 
tujuan, sasaran, dan target kinerja puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya 
serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan program puskesmas dalam 
mencapai tujuan puskesmas ( Satrianegara, 2014). 
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 Dalam membuat suatu perencanaan ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan yaitu Spesific, Measurable, Achiveable, Realistic, dan Time yang 
biasa di singkat SMART. 
1)  Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, 
 tidak terlalu melebar dan idealis. 
2)  Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat 
 keberhasilannya. 
3)  Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan hanya sebuah khayalan. 
4)  Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang  ada, tidak 
 terlalu mudah dan tidak terlalu sulit akan tetapi tetap ada tantangan. 
5) Time artinya ada batas waktu yang jelas baik mingguan, bulanan, triwulan,     
 semesteran atau tahunan sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. 
 Terdapat beberapa manfaat perencanaan pada tingkat puskesmas menurut M. 
Fais Satrianegara, 2014 dalam bukunya yang berjudul organisasi dan manajemen 
pelayanan kesehatan,  yaitu : 
1) Mengetahui tujuan yang ingin dicapai puskesmas dan cara  mencapainya 
2) Membuat tujuan dan program puskesmas lebih spesifik, terinci, dan lebih 
 mudah di pahami  
3) Mengetahui struktur organisasi puskesmas dan jenis serta jumlah pegawai 
 yang di butuhkan 
4) Mengetahui sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan 
 puskesmas yang diperlukan  
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5) Memungkinkan pimpinan puskesmas memahami keseluruhan gambaran 
 kegiatan dan program puskesmas yang lebih jelas 
6) Membantu dalam kristalisasi atau pengejewantahan perwujudan masalah- 
masalah  puskesmas 
7) Memudahkan dalam melakukan  suatu koordinasi di antara berbagai unit kerja 
 di lingkup puskesmas 
8) Menghemat waktu, upaya, dan sumber daya puskesmas. 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
  Pengorganisasian adalah kegiatan dalam menentukan macam kegiatan beserta 
jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun 
pengelompokan kegiatan-kegiatan beserta orang-orangnya, yang sesuai dengan 
kegiatannya serta adanya pendelegasian wewenang. 
  Fungsi pengorganisasian di tingkat puskesmas didefinisikan sebagai proses 
penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, 
pendistribusian otoritas atau wewenang, untuk mencapai tujuan puskesmas secara 
efektif dan efisien (Satrianegara, 2014). Ada empat bagian penting di dalam fungsi 
pengorganisasian, antara lain: 
1) Staffing, adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian kelompok-
 kelompok kerja menurut jenisnya beserta pengisisan orang-orang yang sesuai 
 dengan keahliannya. 
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2) Delegation of Authority, yaitu pendelegasian wewenang dari seorang atasan 
 kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi maupun kepada 
 kedudukan atau kemampuan bawahan. 
3) Departementasi, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk 
 kemudian dipisahkan dengan kegiatan yang lainnya dimana diantara 
 pengelompokan kegiatan tersebut tetap terjalin koordinasi dalam bekerja 
 sama. 
4) Personalia, kepegawaian ini sangat penting dalam hubungannya dengan para 
 bawahan, baik hubungan yang bersifat formal (sesuai dengan struktur 
 organisasi) maupun informal (timbul karena kebutuhan sosialisasi diri 
 anggota). 
c. Pelaksanaan (penggerakan atau actuating) 
 Koontz dan Donnel (1991) mengatakan penggerakan adalah pengarahan/ atau 
directing dan pemberian pimpinan atau leading. Sedangkan Siagian menyatakan 
bahwa penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk 
mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin 
demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan ekonomis, oleh karena itu inti 
dari fungsi penggerakan adalah kepemimpinan atau leadership dengan harapan para 
anggota organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sebaik mungkin. 
 Penggerakan berhubungan erat dengan manusia yang ada dibalik organisasi 
yaitu tumbuh kembangnya kemauan mereka secara ikhlas, sadar dan sukarela 
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bersedia melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini 
bertumpu pada Human Relationship (HR) atau hubungan antar manusia. Sehingga 
penggerak perlu memahami benar tujuan organisasi dan prinsip-prinsip Human 
Relationship yaitu :  
1) Suasana kerja yang menyenangkan  
2) Sinkronisasi antara individu dengan anggota organisasi 
3) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin atau robot  
4) Hubungan kerja yang harmonis 
5) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan 
6) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat yang optimal 
7) Penempatan tenaga kerja yang tepat  
8) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi 
9) Imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan  
10) Tersedia sarana dan prasarana kerja yang memadai 
 Dapat di pahami Human Relationship adalah lahirnya rasa puas dari dua belah 
pihak, untuk itu diperlukan komunikasi efektif, jika komunikasi yang di jalin tidak 
efektif sangat mungkin upaya penggerakan kurang atau tidak berhasil. Jadi, fungsi 
penggerakan akan efektif jika bertumpu pada kepemimpinan yang efektif dan 
kepemimpinan akan efektif jika manajer menguasai prinsip-prinsip Human 
Relationship dengan menjalin komunikasi yang efektif. 
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d. Pengawasan (controlling) 
  Pengawasan bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil pekerjaan, 
menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil tindakan-tindakan kritik 
terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut 
dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi 
(Alfrida, 2012). Pengawasan berhubungan dengan persoalan-persoalan sebagai 
berikut : 
1) Membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana sebelumnya yang telah 
 dibuat. 
2) Mengadakan koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian yang ada 
 dalam kenyataannya ternyata menyimpang dari rencana-rencana yang telah di 
 buat. 
   Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini antara 
lain: 
1) Menetapkan standar yang dipakai. Standar ditetapkan berdasarkan pada 
 kemampuan seorang bekerja secara normal, baik normal secara kualitatif 
 (normal menurut pendapat umum, langsung, pimpinan) maupun normal secara 
 kuantitatif (bisa diukur melalui standar jam kerja, pendapatan dan investasi). 
2) Memandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar.  
3) Melakukan koreksi. Dalam koreksi ini di telaah masalah-masalah yang 
 dihadapi, analisa dan pemilihan alternatif yang memugkinkan untuk 
 memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan. 
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  Azwar, (1998), untuk dapat melakukan serta mendapatkan hasil pengawasan 
yang baik beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni: 
1) Pengawasan harus bersifat khusus 
2) Pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpangan  
3) Pengawasan harus fleksibel dan berorientasi pada masa depan 
4) Pengawasan harus mencerminkan keadaan organisasi 
5) Pengawasan harus mudah dilaksanakan 
6) Hasil pengawasan harus mudah dimengerti.  
e. Evaluasi (evaluating) 
 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga  tujuan dapat tercapai sesuai 
harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah 
disusun dan direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang 
dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau 
tidaknya  yang kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi 
pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang 
sesungguhnya (Muninjaya, 2004).  
  Evaluasi perlu dilakukan terhadap setiap fungsi manajemen yang dilakukan, 
dengan melihat mulai dari perencanaan, penggerakan dan pengorganisasian, serta 
pengawasan. Selain itu evaluasi juga perlu dilakukan pada setiap tahap dalam proses 
fungsi manajemen, mulai dari input, proses, output, outcome dan dampak. Kegiatan 
atau program, tidak kalah pentingnya evaluasi juga harus dilakukan pada akhir 
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kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan atau target suatu program atau kegiatan 
pelayanan. Hasil evaluasi selain digunakan untuk melakukan tindakan koreksi 
terhadap kegiatan atau program pelayanan yang sedang berjalan, juga digunakan 
untuk melakukan perencanaan pengembangan program dan kegiatan di waktu 
mendatang (Muninjaya, 2004). 
 Adapun didalam ajaran agama Islam, proses manajemen juga sangat 
dianjurkan untuk diterapkan, salah satunya di dalam Q.S Ash-shaff ayat 4: 
                      
 Terjemahnya :  
 “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
 barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
 tersusun kokoh.”(Depag RI, 2011) 
 
 Dari ayat di atas di jelaskan kata shaffan (barisan) adalah sekelompok dari 
sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah 
yang kokoh dan teratur. Sedangkan kata marshushun berarti tersusun dengan rapi. 
Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan 
yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan 
dan tantangan dalam menjalankan suatu, maksud dari shaff adalah menyeruh masuk 
ke dalam sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai 
tujuan. 
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 Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam 
Thabrani : 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang yang jika melakukan suatu pekerjaan 
dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas”( H.R Thabrani). 
 Maksud dari hadits di atas bahwa suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan 
teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang 
baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Disamping itu dalam ayat 
tersebut adanya tujuan dari barisan perang yaitu berupaya untuk melaksanakan 
kewajiban yaitu jihad di jalan Allah dan memperoleh kemenangan. Proses-proses 
manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu yang terarah untuk 
melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan 
serta memiliki manfaat. 
 Jadi, di dalam islam fungsi manajemen ialah segala sesuatu harus dilakukan 
secara rapi, benar, tertib dan teratur. Serta proses-prosesnya harus diikuti dengan 
baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas, 
landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang tansparan merupakan 
amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. 
C. Tinjauan Umum tentang Sumber Daya Manusia Puskesmas 
 Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang bekerja dalam suatu 
organisasi yang sering pula disebut karyawan. Sumber daya manusia merupakan aset 
yang paling berharga dalam perusahaan, tanpa manusia maka sumber daya 
perusahaan tidak akan dapat menghasilkan laba atau menambah nilainya sendiri. 
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 SDM atau tenaga kesehatan di Puskesmas berperan sebagai pelaksana 
pelayanan kesehatan. Dalam peran tersebut diharapkan agar tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) tenaga kesehatan sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang mereka 
miliki. Pendidikan dan keterampilan merupakan investasi dari tenaga kesehatan 
dalam menjalankan peran sesuai dengan tupoksi yang diemban. Selain itu, dalam 
peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas, tenaga kesehatan 
merupakan sumber daya strategis. Sebagai sumber daya strategis, tenaga kesehatan 
mampu secara optimal menggunakan sumber daya fisik, finansial dan manusia dalam 
tim kerja (Setyawan, 2002). 
Dari penjelasan di atas bahwa peran tenaga kesehatan sangat penting dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Maka dari itu, di dalam 
memberikan pelayanan, islam juga mengajarkan bahwa, manusia dituntun untuk 
berlaku lemah lembut, seperti dijelaskan dalam Q.S al-imran ayat 159 : 
                     
                              
      
Terjemahnya :  
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
 terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
 mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
 mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
 dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
 bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
 yang bertawakkal kepada-Nya”. (Depag RI,2011). 
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 Dari  ayat diatas, jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk berlaku lemah 
lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada disampingnya. Apalagi 
dalam pelayanan yang mana konsumen banyak pilihan, bila pelaku bisnis tidak 
mampu memberikan rasa aman dengan kelemah-lembutannya maka konsumen akan 
berpindah ke tempat lain. Pelaku bisnis dalam memberikan pelayanan harus 
menghilangkan sikap keras hati dan harus memiliki sifat pemaaf kepada pelanggan 
agar pelanggan terhindar dari rasa takut, tidak percaya dan perasaan adanya bahaya 
dari pelayanan yang diterima. 
 Berdasarakan Keputusan Menteri kesehatan No.857/2009, SDM kesehatan 
adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga 
kesehatan non profesi serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat 
dan bekerja serta mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32/1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang 
yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan 
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
 Berdasarkan peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2012 tentang sistem 
kesehatan nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam 
rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang 
mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan 
merata. Sumber daya manusia kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga 
kefarmasian, tenaga keperawatan dan kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, 
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tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian 
dan tenaga kesehatan lainnya (Dinkes, 2013). 
 Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kab/Kota yang 
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian 
wilayah kecamatan. Sebagai unit pelaksana teknis puskesmas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Kabupaten/Kota. Puskesmas di bentuk untuk memberikan pelayanan 
kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna dan terpadu bagi seluruh penduduk yang 
tinggal di wilayah kerja puskesmas. Program dan upaya kesehatan yang di 
selenggarakan oleh puskesmas merupakan program pokok (public health essential) 
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat.  
 Di dalam SKN (Sistem Kesehatan Nasional) 2004 dinyatakan sekurang-
kurangnya puskesmas melaksanakan enam jenis pelayanan kesehatan tingkat dasar, 
yaitu promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, perbaikan 
gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar, 
jika dilihat dari tugas pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan maka tenaga 
kesehatan yang minimal dimiliki oleh setiap puskesmas adalah dokter umum, bidan, 
perawat, ahli gizi, sanitarian, dan asisten apoteker. 
 Dengan menggunakan salah satu metode perencanaan kebutuhan tenaga 
seperti tercantum dalam SK Menkes No.81/Menkes/SK/I/2004, yaitu metode Daftar 
Susunan Pegawai (DSP), khususnya Model DSP puskesmas perdesaan, maka 
diperoleh gambaran bahwa untuk setiap puskesmas disarankan setidaknya terdapat 2 
33 
 
dokter umum, 1 dokter gigi, 6 perawat umum, dan 3 bidan di Puskesmas, jika 
dibandingkan data tahun 2004 dengan rasio tenaga dokter umum  (1,18), dokter gigi 
(0,2), perawat umum (4,42), dan bidan (1,19) maka ketersediaan jumlah tenaga 
kesehatan di Puskesmas masih belum memadai. Untuk mencapai rasio ideal, maka 
jumlah dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas perlu ditingkatkan 2 kali lipat. 
Sedangkan perawat umum dan bidan di Puskesmas perlu di tambahkan dari jumlah 
yang telah ada. 
  Data distribusi tenaga kesehatan di puskesmas perpropinsi juga menunjukkan 
adanya kesenjangan (disparitas) antar wilayah. Permasalahan akan terlihat apabila 
melihat ketersediaan dokter umum di puskesmas. Rasio dokter umum per Puskesmas 
penting untuk menjadi acuan, untuk melihat sejauh mana fasilitas kesehatan yang 
menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat dapat berfungsi dengan 
baik. Dengan kriteria ini terlihat bahwa rasio dokter umum yang bertugas di 
Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas berkisar antara 0,35 di Papua dan 2,30 di 
kepulauan Riau, dengan rata-rata nasional sebesar 1,18. Secara umum dapat di 
gambarkan bahwa daerah dengan rasio lebih rendah dari 1 menunjukkan jumlah 
dokter lebih kecil dari jumlah Puskesmas, artinya banyak Puskesmas yang tidak 
memiliki tenaga dokter umum, di Papua misalnya, rata-rata hanya satu dari 3 
Puskesmas yang memiliki dokter (Gapenas, 2005). 
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D. Tinjauan Umum Tentang Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M) 
 Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 
menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu 
dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. 
 Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau 
toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan atau 
ditransmisikan kepada pejamu (host) yang rentan. Penyakit menular (Communicable 
Desease) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agent penyebab yang 
mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang 
terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (potential host), baik secara 
langsung maupun tidak langsung melalui perantara (vector) atau lingkungan hidup. 
Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan 
oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit (Kemenkes, 2014). 
 Program pengendalian Penyakit Menular (P2M) adalah upaya kesehatan yang 
mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan 
menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, 
serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta 
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Pejabat Kesehatan 
Masyarakat  lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang 
penanggulangan penyakit menular. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat 
KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang 
35 
 
bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan 
merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah. Wabah penyakit 
menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu 
penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara 
nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat 
menimbulkan malapetaka ( Kemenkes, 2014). 
 Adapun upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam 
Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) dilakukan melalui kegiatan, promosi 
kesehatan, surveilans kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, 
penanganan kasus, pemberian kekebalan (imunisasi), pemberian obat pencegahan 
secara massal dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri: 
1) Promosi kesehatan, yaitu metode komunikasi, informasi dan edukasi secara 
 sistematis dan terorganisasi. Promosi kesehatan dilakukan untuk tercapainya 
 perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat 
 di bawah koordinasi petugas kesehatan masyarakat di wilayahnya. Tenaga 
 kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit 
 menular. 
2) Surveilans kesehatan, tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan 
 penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-
 faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 
 rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien, 
 terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya 
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 KLB atau wabah dan dampaknya, kemudian terselenggaranya investigasi dan 
 penanggulangan KLB atau wabah dan dasar penyampaian informasi 
 kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan 
 pertimbangan  kesehatan. 
3) Pengendalian faktor risiko, ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan 
 cara, perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalian vektor dan binatang 
 pembawa penyakit, rekayasa lingkungan dan  peningkatan daya tahan tubuh. 
 Perbaikan kualitas media lingkungan yaitu perbaikan kualitas air, udara, 
 tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat 
 berkembangnya agen penyakit. 
4) Penemuan kasus, dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk 
 agen penyebab penyakit. Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit 
 termasuk agen penyebab penyakit dilakukan dengan cara petugas kesehatan 
 datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, 
 untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus. Penemuan kasus secara pasif 
 terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit yang dilakukan melalui 
 pemeriksaan penderita penyakit menular yang datang ke fasilitas pelayanan 
 kesehatan dan diperkuat dengan uji laboratorium.  
5) Pemberian kekebalan,dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, 
 dan imunisasi khusus. Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi di 
 laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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6) Pemberian obat pencegahan secara massal, hanya dapat dilakukan pada 
 penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan 
 (Neglected Tropical Diseases atau NTD) dengan memperhatikan tingkat 
 endemisitas wilayah masing-masing ( Kemenkes, 2014). 
 Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh benda hidup seperti 
virus, bakteri, jamur, atau cacing. Oleh karena itu penyakit dapat menular dari satu 
penderita ke orang lain yang peka. Penyakit menular tertentu perlu dilaporkan/terkena 
wajib lapor misalnya, Hepatitis, Cholera, Typhus, ISPA dan lain-lainnya. Hal ini 
dilakukan untuk pengendalian, isolasi, pemberantasan, pencegahan, epidemi, sanitasi 
transportasi dan lain-lain. Cara penularan dapat terjadi secara langsung, yaitu kontak 
langsung antar penderita dengan orang yang imunitas tubuhnya lemah, ataupun secara 
tidak langsung yaitu, lewat suatu media, seperti air, udara, makanan, tanah, pakaian, 
serangga, tangan dan sebagainya. Konsep materi atau makhluk kecil “zarrah” (atom, 
kecil), tersurat dalam ayat al Qur’an, yakni dalam Q.S Yunus ayat 61 : 
                         
                          
                       
Terjemahnya:  
“Dan tidaklah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca 
suatu Ayat Al-Qur’an serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan 
kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan-nya. Tidak lengah sedikit pun 
dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah,baik di bumi maupun di langit. 
Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan 
semua tercatat dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (Depag RI, 2011) 
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 Melihat pentingnya kesehatan bagi semua individu maka perlu dilakukan 
suatu pengendalian penyakit dengan melakukan berbagai usaha dengan memutuskan 
rantai penyakit yang merugikan seseorang, usaha lain yang bisa di lakukan baik 
melalui pendidikan di tingkat sekolah yang berkaitan dengan sikap terhadap 
kesehatan seperti pengetahuan tentang mikrobiologi yang membahas tentang 
kehidupan mikroorganisme. Dalam pokok bahasan virus, bakteri, jamur, alga dan 
protozoa seseorang diperkenalkan tentang berbagai bentuk, sifat, klasifikasi, dan 
peranannya dalam kehidupan manusia. Aspek kognitif ini mempunyai hubungan yang 
erat dengan kesehatan, karena mikroorganisme yang merupakan penyebab timbulnya 
penyakit, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. 
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E.  Kerangka Teori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Dalam buku prinsip-prinsip manajemen, G.R. Terry tahun 2009 
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kesehatan pada program P2M 
di Puskesmas Tamangapa 
F. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 
       (Modifikasi dari Teori G.R Terry) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya 
deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pengelolaan 
pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi manajemen pada program P2M di 
Puskesmas Tamangapa Makassar. 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian  
1.  Waktu Penelitian  
 Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan November 2015 yang 
meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data beserta 
evaluasi kegiatan penelitan 
 2.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini di lakukan di Puskesmas Tamangapa Kelurahan Tamangapa 
Kecamatan Manggala  Kota Makassar. 
B. Informan Penelitian dan Metode Penentuan Informan 
Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi mengenai hal 
yang diperlukan dalam penelitian. Metode untuk mendapatkan informan 
dilakukan secara Purposive Sampling, dengan  informan  penelitian adalah pihak-
pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan fungsi manajemen pada 
program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar. Adapun Informan dalam 
penelitian ini adalah: 
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1. Informan kunci (key informan), yaitu seseorang yang secara lengkap dan 
mendalam mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi manajemen pada 
program pengendalian P2M Puskesmas Tamangapa. Informan kunci dalam 
penelitian ini adalah kepala Puskesmas Tamangapa. 
2. Informan biasa, yaitu orang yang mengetahui pelaksanaan fungsi 
manajemen dalam program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar, 
yang terdiri dari 2 dokter, 2 perawat, dan 4 tenaga kesehatan dari ruangan 
P2M. Jadi, jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. 
Adapun kriteria informan adalah informan terlibat dalam kegiatan 
pelaksanaan fungsi manajemen pada program P2M di Puskesmas Tamangapa, 
mampu berkomunikasi dengan baik, berada di lokasi penelitian selama penelitian 
berlangsung, dan bersedia menjadi informan 
C. Metode pengumpulan Data 
Untuk perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya 
yang dilakukan melalui: 
1. Wawancara mendalam, dimana wawancara yang dilakukan bersifat 
terbuka, terstruktur dengan pedoman. 
2. Dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat 
sebagai bukti penelitian dan sesuai dengan standar kualitatif. 
3.  Literatur, Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti 
melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan.  
 
 
43 
 
D. Instrumen Penelitian  
 Wawancara secara mendalam merupakan instrumen dalam penelitian ini. 
Kemudian, peneliti juga menggunakan alat perekam yang berfungsi untuk 
mengumpulkan hasil wawancara dan sebagai bukti penelitian. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dilakukan dengan cara 
manual sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan 
tujuan penelitian ini dan selanjutnya dianalisis dengan metode content analisis 
yaitu analisis isi kemudian di interpretasikan dalam bentuk narasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 
transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. 
Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini 
adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:  
1. Reduksi Data  
Reduksi yaitu merupakan  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Kegiatan 
reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang 
berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama 
pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, 
mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan 
menulis catatan. 
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Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,  menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar 
tidak mempersulit analisis selanjutnya.  
2. Triangulasi 
 Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 
diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 
teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 
menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi 
dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
penelitian kualitatif (Patton, 1987). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka 
ditempuh langkah sebagai berikut :  
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai    
pendapat dan pandangan petugas yang lain. 
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil penelitian sebelumnya dan 
pendapat para ahli dibidang tersebut. 
  Penyajian data adalah langkah selanjutnya yang di mana merupakan 
sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman,1992). Penyajian data 
diarahkan agar data hasil reduksi dan triangulasi tersusun dan terorganisasikan  
sehingga mudah dipahami. penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
naratif, bagan, atau diagram. penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah 
peneliti dalam memahami apa yang terjadi. pada langkah ini peneliti berusaha 
menyusun data yang relevan sehingga informasi yang di peroleh dapat disimpulkan 
dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 
3. Menarik Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melakukan pemaknaan atas 
hasil temuan informasi atau data yang di peroleh dari berbagai sumber yang 
bersifat khusus atau individual di lokasi penelitian, yang kemudian disajikan 
dalam bentuk narasi dan menjawab keseluruhan variabel di dalam penelitian. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Geografis 
Puskesmas Tamangapa berada dalam wilayah Kecamatan Manggala, dengan 
wilayah kerja di Kelurahan Tamangapa yang terdiri dari 7 RW dan 30 RT, dengan 
luas wilayah 662 ha. 
  Gambar 4.1: Peta wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 
Adapun batas wilayah kerja Puskesmas Tamangapa adalah: 
a.    Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Antang 
b.    Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
c.    Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
d.    Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panakukang 
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2. Demografis 
Berdasarkan survey tahun 2016, jumlah penduduk dalam wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa, terdiri dari 14.970 orang di Kelurahan Tamangapa. Yang 
secara terperinci di lihat dapat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.1 
Distribusi jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 
Tahun 2016 
 
Kelurahan Rumah KK Pria Wanita Jumlah 
Tamangapa 3.830 4.071 7.997 6.973 14.970 
     Sumber: Data Puskesmas Tamangapa,2016 
3. Tingkat Pendidikan Dan Mata Pencaharian 
 Tingkat pendidikan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 
bervariasi mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, SLTA, SLTP, tamat SD, tidak tamat 
SD, hingga tidak sekolah. Adapun mata pencaharian penduduk sebagian besar 
berturut-turut adalah pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, wiraswasta, TNI, 
petani dan buruh. 
4. Visi dan Misi Puskesmas Tamangapa 
 a. Visi  
 Puskesmas Tamangapa menjadi pusat pelayanan kesehatan yang bermutu, 
berorientasi dan mandiri menuju kota dunia. 
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 b. Misi 
1) Menyelenggarakan pelayanan-pelayanan kesehatan bermutu, paripurna, dan 
terjangkau oleh seluruh masyarakat. 
2) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakatdalam bidang kesehatan 
sehingga masyarakat bisa mandiri. 
3) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan 
kesehatan. 
4) Menjadikan Puskesmas sebagai pusat pengembangan pembangunan kesehatan 
masyarakat. 
5) Meningkatkan kesejahteraan pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan . 
6) Menjalin kemitraan dengan semua pihak yang terkait dalam pelayanan 
kesehatan dalam pengembangan kesehatan masyarakat. 
4. Sumber Daya Tenaga 
 Jumlah staf Puskesmas Tamangapa adalah 28 orang, pada wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa terdapat dua buah Puskesmas Pembantu (Pustu), 2 Poskesdes 
dan 19 Posyandu yang memiliki 149 orang kader Posyandu. yang akan diuraikan 
secara rinci pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Distribusi  Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Tamangapa 
Tahun 2016 
No TENAGA KESEHATAN JUMLAH 
1. Dokter Umum 2 
2. Dokter Gigi 2 
3. Perawat 9 
4. Bidan 4 
5. Gizi 2 
6. Sanitarian 2 
7. Apoteker 1 
8. Perawat Gigi 2 
9. Pekarya 3 
10. Laporan 1 
JUMLAH 28 
    Sumber : Data Puskesmas Tamangapa,2016 
5. Sumber Daya Sarana 
a. Puskesmas induk 
b. Puskesmas Pembantu 
1) Pustu Tamangapa 
c. Poskesdes  : 1 buah 
d.   Puskesmas keliling  : 1 buah 
e.  Posyandu balita  : 19 buah 
f.  Posyandu usila : 4 buah 
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B. Hasil Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar. 
Penelitian dilakukan pada Tanggal 25 Januari – 27 Februari 2016. Informasi yang 
diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pedoman 
wawancara dan observasi yang dibuat dalam bentuk matriks. 
1.  Karakteristik Informan  
Tabel 4.3 
Karakteristik Informan  
 
No 
Nama 
Informan 
Umur 
(tahun) 
Jenis 
Kelamin 
Pendidikan 
1 IS 40 Perempuan S1 
2 AT 52 Laki-Laki S1 
3 EM 39 Perempuan S1 
4 SP 43 Perempuan S2 
5 HA 49 Perempuan D3 
6 AL 52 Perempuan S2 
7 NS 48 Perempuan S1 
8 DM 42 Perempuan S1 
9 AN 38 Perempuan S1 
   Sumber : Data Primer, 2016 
   
 Berdasarkan tabel 4.3, Informan berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 orang 
laki-laki dan 8 orang perempuan. Pendidikan terakhir informan berbeda-beda yang 
mulai dari , D3, S1, dan S2. Informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan peneliti di mana informan terlibat di dalam program 
P2M di Puskesmas Tamangapa serta bersedia diwawancarai sampai selesai.  
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2. `Perencanaan Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar 
 Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan atau siklus 
tertantu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, 
tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat 
dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penentuan 
tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan 
evaluasi program (Azwar, 2010).  
 Program pengendalian Penyakit Menular (P2M) adalah upaya kesehatan yang 
mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan 
menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, 
serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta 
berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah (Kemenkes, 2014). 
a. Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah, dan Merumuskan         
Program Kerja pada Program P2M di Puskemas Tamangapa. 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara mengidentifikasi masalah, 
menentukan prioritas masalah dan merumuskan program kerja, dapat di simpulkan 
bahwa cara informan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah 
dan merumuskan program kerja di lakukan dengan melihat target program yang 
belum tercapai sebelumnya. Setelah itu survey mawas diri dilakukan untuk melihat 
masalah apa yang terdapat di wilayah kerjanya, serta melakukan penyelidikan 
epidemiologi untuk mendata jumlah kasus yang terjadi di wilayah kerjanya. Adapun 
cara untuk menentukan prioritas masalah, dengan melihat tingkat urgensi suatu 
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masalah yang di rumuskan secara bersama-sama dan tahap terakhir yaitu  penyusunan 
POA (Plan Of Action).  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) yaitu cara identifikasi masalah, menentukan 
prioritas masalah dan merumuskan program kerja dalam fungsi perencanaan yang 
tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
 “Identifikasi masalah kan itu sebelumnya untuk membuat perencanaan, dengan 
 melihat kejadian dari tahun sebelumnya biasanya kemudian kita membuat 
 perencanaan untuk tahun berikutnya dan biasa juga dari kasus di lapangan ada  itu 
 namanya  SMD di lakukan , jelas yang terlibat itu setiap pemegang program  semua ada 
 tanggung jawabnya, ada juga PE toh itu kita lakukan kalau ada  penyakit-penyakit 
 yang di temukan kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Setelah itu di pilih lagi yang 
 mana menjadi prioritas kita liat berdasarkan penyakit  yang paling di butuhkan atau 
 warning atau urgent baru ke lokmin dan semua terlibat lah, terus kita
 merencanakan membuat POA lalu  pimpinan yang ACC yang sesuai dengan 
 anggaran juga yang ada”. 
             (IS, 40 Tahun, Februari 2016) 
 “Untuk menentukan prioritas masalah kan kami ada namanya SMD dulu atau sama 
 Survei Mawas Diri kan, dari situ kan kita bisa liat masalah apa yang terjadi kemudian di 
 lakukan juga PE  atau itu singkatan dari penyelidikan epidemiologi kemudian ada 
 namanya itu MMD atau Musyawarah masyarakat Desa jadi berurut itu dari SMD dulu 
 kita survey dulu mawas diri kemudian dari situ kita bisa mengetahui masalah kemudian 
 menentukan prioritas masalah ada juga lokmin bulanan ada triwulan seperti ini kita mau 
 lakukan lokmin pertahun untuk menentukan ini prioritas masalah kemudian masuk di 
 apa  yang menjadi perencanaan kita ke depan seperti apa, itulah di setiap program 
 harus memasukkan POA atau Plan of actionnya  masing-masing”. 
            (AL, 52 Tahun, Februari 2016) 
 
3. Pengorganisasian Program P2M di Puskesmas Tamangapa  Makassar 
Pengorganisasian di Puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja 
Puskesmas yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana 
Puskesmas. Struktur organisasi Puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, 
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serta pola interaksi yang akan diikuti tenaga pelaksana di Puskesmas (Endang,S, 
2011). 
a. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya dan Menyusun Kelompok 
Kerja pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa  
 Dari hasil keterangan informan tentang cara pembagian tugas, penentuan sumber 
daya dan menyusun kelompok kerja, dapat di simpulkan bahwa pembagian tugas, 
penentuan sumber daya dan menyusun kelompok kerja, di tentukan berdasarkan 
disiplin ilmu atau kompetensi masing-masing tenaga kesehatan. Dimana proses 
pembagian tugas, sumber daya, dan menyusun kelompok kerja ini di rumuskan secara 
bersama-sama di setiap awal tahun, berdasarkan persetujuan dari masing-masing 
tenaga kesehatan yang kemudian di putuskan oleh kepala Puskesmas.  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang cara pembagian tugas, penentuan 
sumber daya dan menyusun kelompok kerja dalam fungsi pengorganisasian yang 
tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
 “Masalah pembagian SDM itu dari dulu memang sudah ada seperti itu cuma di 
 lanjutkan lagi. cuma kalau pembagian tugas itu berdasarkan disiplin ilmunya 
 masing-masing,pokoknya sesuai dengan kompetensinya baik dari disiplin ilmunya 
 maupun dari apakah dia sudah mengikuti pelatihan tentang program itu, karena 
 terkadang kita rangkap sementara kegiatan harus berjalan karena kurangnya 
 tenaga. Kalau masalah pembagian waktu itu untuk melaksanakan suatu program itu  ada 
 di POA kan dalam koordinasi lintas program, nah itu kan kita mengatur supaya 
 tidak ada yang bertabrakan jadwal-jadwalnya”. 
           (DM, 42 Tahun, Februari 2016) 
 “Kalau pembagian sumber daya jelas sesuai dengan kompetensinya masing- masing dan 
 tentunya kepala Pukesmas yang memutuskan itu semuanya bilang ini diberikan 
 tanggung jawab program ini”. 
           (NS, 48 Tahun, Februari 2016) 
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4. Pergerakan Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar 
  Pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah organisasi 
memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur 
organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan 
unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah 
melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi. pergerakan (actuating) tidak lain 
merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui 
berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan 
secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
(Nawawi, 2000). 
a. Keterlibatan Pimpinan dalam Pergerakan dan motivasi atau bimbingan yang 
diberikan pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa. 
 Dari hasil keterangan informan mengenai keterlibatan pimpinan dalam 
pelaksanaan motivasi atau bimbingan seperti apa yang di berikan, dapat di simpulkan 
bahwa di dalam proses pergerakan atau pelaksanaan program, pimpinan selalu 
memberikan motivasi dan bimbingan. Seperti memberikan solusi apabila terjadi 
hambatan atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, pada saat 
program tersebut dilaksanakan. 
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang keterlibatan pimpinan dan motivasi 
dan bimbingan yang di berikan dalam fungsi pergerakan yang tergambar melalui hasil 
wawancara berikut: 
55 
 
 “Keterlibatannnya pimpinan dia selalu memberikan bimbingan dan motivasi, 
 misalnyasaya tgl 1 harus melakukan penyuluhan nah dia langsung bertanya atau 
 menegur kita, kenapa tidak turun dan sekarang juga itu kita harus melaporkan  posisi    
 kita sedang berada dimana kalau di jam kerja tentunya kepada kepala 
 Puskesmas”. 
             (AL, 52 Tahun, Februari 2016) 
 “Pimpinan dia memberikan saran-saran, mengingatkan kita untuk ke lapangan kalau 
 waktunya kita turun, dia selalu kasi solusi kalau ada halangan atau hambatan”. 
             (NS, 48 Tahun, Februari 2016) 
5. Pengawasan Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar 
  Pengawasan di definisikan oleh Azwar (1988) adalah melakukan penilaian 
sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan pegawai untuk mencapai tujuan yang 
telah di tetapkan atau suatu proses untuk mengukur pelaksana suatu program 
kemudian dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga tujuan 
yang telah di tetapkan dapat tercapai. Pengawasan bertujuan untuk mengukur atau 
menilai hasil pekerjaan, menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil 
tindakan-tindakan kritik terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan perlu 
dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian 
dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012). 
a. Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan pada Program P2M di 
Puskesmas Tamangapa Makassar. 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara pimpinan dalam melakukan 
pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam melakukan pengawasan 
biasanya hanya melalui Via Telepon, karena pimpinan memberikan kepercayaan 
kepada semua petugas kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas 
masing-masing yang di berikan.  
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 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang cara pimpinan dalam melakukan 
pengawasan yang tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
 “Pimpinan dia cuma mengawasi saja biasa lewat telpon atau langsung dia tanya ki saja 
 kalau mau mengawasi semuanya itu kegiatan ta tidak bisa juga kan kita sudah tau 
 kerjaan kita masing-masing ada tanggung jawab yang di pegang masing-masing 
 individu”. 
           (AL, 52 Tahun, Februari 2016) 
 
 “Mengawasi itu bagaimana yah, karena kan rata-rata petugas kesehatan itu sudah tahu 
 semua mi pekerjaannya paling mengawasi dalam pelaksanaannya itu melihat apa kah 
 betul sudah di laksanakan kemudian mengingatkan juga jadwal pelaksanaannya, 
 pelaporannya, jadi cuma di berikan bimbingan begitu”.    
           (SP, 43 Tahun, Februari 2016) 
 
 
6. Evaluasi  Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar 
 Evaluasi juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau 
jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Azwar, 1996).  
 Melalui evaluasi dari setiap pelaksanaan kerja, organisasi dapat mencapai 
beberapa tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat 
tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan 
yang telah direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang 
dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau 
tidaknya yang kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi 
pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang 
sesungguhnya (Muninjaya, 2004). 
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a.  Cara Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan 
Korektif   Program P2M di Puskesmas Tamangapa 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara penilaian keberhasilan program dan 
pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, maka dapat di simpulkan 
bahwa evaluasi perlu di lakukan untuk melihat sejauh mana program yang telah di 
capai serta memperbaiki jika terdapat penyimpangan yang di sesuaikan dengan situasi 
atau kondisi yang ada setelah program dilaksanakan. Selain itu, adanya penyusunan 
SPM (Standar Pelayanan Minimal), dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh 
mana program tersebut tercapai.  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang cara penilaian keberhasilan suatu 
program dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang 
tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
 “Evaluasi itu tetap ada ada baik dari puskesmas atau dari dinas biasa kita pertemuan 
 juga kaya pencapaian ta berapa,nah itu semua juga nanti di rekap baru di jadikan lagi 
 rencana selanjutnya kalau misalnya ada yang tidak tercapai. Biasa juga kalau 
 memungkinkan sebulan sekali kita rapat lagi. Ada pengukuran memang ada standar tapi 
 itu semua yang tentukan dinas dan ada itu di POA atau plan of action ada standar yang 
 di tetapkan. Kalau tindakan korektif itu biasanya ada semacam di berikan kah pelatihan 
 lagi supaya lebih mantap atau di berikan lagi bimbingan oleh orang-orang terkait dari 
 dinas macam-macam itu. kalau turun langsung ke  lapangan itu yah bisa juga tapi itu 
 tergantung  dari kita sebenarnya di lihat dari kondisi saja. Ada itu SPM namanya itu 
 yang di buat juga kalau sudah di laksanakan kegiatan . 
           (DM,43 Tahun, Februari 2016) 
 “Kalau penilaian keberhasilan program itu kan sudah ada di berikan, sudah di 
 tentukan  standar-standarnya dari dinas kesehatan, kemudian jika tidak tercapai 
 maka itu lagi yang menjadi masalah kita untuk kedepannya. Kalau masalah tindakan 
 korektif itu seperti swiping perbaikan, kita turun langsung memperbaiki apa yang 
 tidak teratasi tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saja kalau situasi 
 tidak mendukung yang di jadikan lagi bahan perbaikan untuk rencana ke depan 
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 lagi. Kemudian, ada itu juga standar pelayanan minimal di buat, jadi itu nanti yang 
 dilihat mana program yang tercapai dan yang tidak, jika situasi mendudukung di 
 perbaiki lagi kalau tidak di kasi masuk di rencana berikutnya lagi”. 
              (SP, 42 Tahun, Februari 2016) 
 
Didalam ajaran agama Islam, proses manajemen sangat dianjurkan untuk 
dipelajari dan diterapkan. Banyak perintah Allah swt. didalam Al-qur’an terkait 
manajemen, salah satunya di dalam Q.S Al-Hasyr/59 : 18  Allah berfirman: 
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 Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2011). 
 
Ayat diatas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai 
mengalami nasib seperti mereka itu. Allah berfirman : hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam 
kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat 
kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah dikedepankannya, yakni amal saleh yang telah 
diperbuatnya, untuk hari esok yang dekat yakni akhirat. 
 Kata tuqaddimu atau dikedepankan digunakan dalam arti amal-amal yang 
dilakukan untuk meraih manfaat dimasa datang. Ini seperti hal-hal yang dilakukan 
terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya (Quraish Shihab, 
Tafsir Al-Misbah vol. 14, 2005).  
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Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat hari esok dipahami oleh 
thabthathabai sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal  yang 
telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia 
dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik 
atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya 
diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna, setiap 
mukmin dituntut melakukan hal itu. 
C. PEMBAHASAN 
 Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif dan efisien. 
Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan di atas 
adalah satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan (Depkes RI, 2006). 
 Fungsi manajemen diadaptasi dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh 
G.R Terry dengan penambahan fungsi evaluating (Penilaian), sehingga fungsi-fungsi 
manajemen Puskesmas adalah sebagai berikut : Planning (Perencanaan), adalah 
sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan sampai dengan menetapkan 
alternatif kegiatan untuk mencapainya; Organizing (Pengorganisasian), adalah 
serangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya yang 
dimiliki dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan; Actuating 
(Penggerakan atau Pelaksanaan), fungsi penggerakan atau pelaksanaan adalah proses 
pembimbingan kepada staf agar mereka mampu dan mau bekerja secara optimal. 
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Kepemimpinan efektif, yang memberikan motivasi, komunikasi, dan pengarahan 
akan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi aktuasi; Controlling 
(Pengawasan atau Pembimbingan), proses untuk mengamati secara terus menerus 
pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang sudah disusun dan mengadakan perbaikan 
jika terjadi penyimpanagan. Pelaksanaan fungsi manajemen ini memerlukan 
perumusan standar kinerja (standard performance); Evaluating (Penilaian) adalah 
suatu proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu 
program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau suatu proses yang teratur 
dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau 
kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta 
memberikan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan 
program. 
 Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi manajemen pada Program P2M di 
Puskesmas Tamangapa sudah berjalan sesuai dengan kelima fungsi manajemen 
tersebut meskipun terpisah satu sama lain, tetapi sebagai suatu kesatuan proses, 
dimana kelimanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama 
lain. Kelima fungsi ini sifatnya saling terintegrasi, dimana aktivitas manajerial 
dimulai dengan planning dan berakhir pada evaluasi. 
 Oleh karena itu, jika perencanaan (planning) telah disusun, kemudian struktur 
organisasi dirancang sedemikian rupa agar setiap tugas dan hubungan antar unit kerja 
dalam organisasi dapat merealisasikan rencana (organizing), maka pimpinan memilih 
dan menetapkan personalia yang tepat untuk menempati posisi dalam struktur 
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organisasi dan mengerjakan berbagai tugas. Kemudian individu atau tim yang bekerja 
dalam organisasi dibimbing dan diarahkan agar mereka bertindak atau bekerja efektif 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (actuating), akhirnya semua aktivitas 
atau operasi organisasi dikontrol untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai 
sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan (controlling), kemudian hasil 
yang dicapai dibandingkan dengan tolak ukur atau kriteria kinerja yang telah 
ditetapkan, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan 
pada setiap tahap pelaksanaan program (evaluating ). 
1. Perencanaan 
 `Fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah kesehatan di 
wilayah kerja Puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, 
dan target kinerja Puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya serta menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan dan program Puskesmas dalam mencapai tujuan 
Puskesmas (Satrianegara, 2014). 
 Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang 
meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan 
rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2010). 
a. Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah dan Merumuskan 
Program Kerja pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa Makassar 
 Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan analisis kebutuhan (need 
assessment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong 
masyarakat untuk mengatasinya. Analisis kebutuhan dapat diartikan sebagai 
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penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin 
diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan atau 
dikerjakan (Azwar, 2010). 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program P2M di Puskesmas 
Tamangapa bahwa proses perencanaan dimulai dengan melihat target program yang 
belum tercapai sebelumnya. Kemudian melakukan survey mawas diri untuk melihat 
masalah apa yang terdapat di wilayah kerjanya, setelah itu melakukan penyelidikan 
epidemiologi untuk mendata jumlah kasus yang terjadi di wilayah kerjanya. Adapun 
cara dalam menentukan prioritas masalah, yaitu dengan melihat tingkat urgensi suatu 
masalah yang di rumuskan secara bersama-sama, selanjutnya penyusunan POA (Plan 
Of Action). Dimana POA merupakan sekumpulan aktivitas kegiatan yang akan 
dilakukan untuk mencapai target program P2M di Puskesmas.  
 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai fungsi 
manajemen perencanaan pada program P2M di Puskesmas Tamangapa bahwa proses 
perencanaan di mulai dari mengidentifikasi masalah, dimana proses identifikasi 
masalah itu dilakukan dengan melakukan survey mawas diri untuk melihat suatu 
masalah yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. Menentukan prioritas masalah 
dilakukan dengan melihat masalah yang paling urgent atau harus segera di tangani, 
serta melihat suatu kasus yang menjadi kejadian luar biasa yang perlu segera di atasi 
di wilayah kerja Puskesmas. Setelah itu, penyusunan program kerja yang dirumuskan 
secara bersama-sama serta menyerahkan hasil penyusunan rencana kegiatan tersebut 
kepada kepala Puskesmas dalam bentuk POA (Plan Of action), kemudian disesuaikan 
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berdasarkan dana yang ada, yang berasal dari BOK (Bantuan Operasional 
Kesehatan). 
  Identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan merumuskan program 
kerja itu di lakukan pada proses perencanaan dengan melakukan survey mawas diri 
(SMD) untuk melihat keadaan atau masalah yang terjadi serta potensi apa yang 
dimiliki untuk mengatasi masalah yang ada, kemudian menyusun usulan kegiatan 
yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, 
lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan yang di rumuskan 
bersama-sama kemudian menyusun program kerja yang di sajikan dalam bentuk Plan 
Of action (POA) (Kemenkes, 2004). 
 Dari hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan dengan informan tentang 
rencana anggaran program di Puskesmas, bahwa dana bersumber dari BOK atau 
bantuan operasional kesehatan. Bantuan dana operasional kesehatan di khususkan 
sebagai dukungan dana operasional program bagi Puskesmas serta untuk bantuan 
penyelenggaraan menajemen di Puskesmas. Seperti lokakarya mini yang biasanya di 
lakukan pertriwulan namun terkadang lokakarya mini dilaksanakan dua kali dalam 
setahun karena terkendala dengan dana BOK yang terlambat. Hal ini  disebabkan, 
karena proses pencairan dana BOK atau bantuan operasional kesehatan tersebut 
membutuhkan waktu, jadi solusi yang mereka ambil untuk meminimalisir 
keterlambatan dana yaitu dengan melaksanakan lokakarya mini paling tidak dua kali 
dalam setahun.  
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 Tujuan khusus dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yaitu, menyediakan 
dukungan dana operasional program bagi puskesmas untuk pencapaian program 
kesehatan, menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen 
puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan 
program kesehatan, mengaktifkan penyelenggaraan manajemen puskesmas mulai dari 
perencanaan, penggerakan atau pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi 
(Kemenkes, 2015). 
 Fungsi perencanaan adalah kegiatan yang akan di laksanakan oleh staf untuk 
mencapai tujuan, tanpa adanya fungsi perencanaan maka tidak ada kejelasan 
mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Melalui fungsi perencanaan akan ditetapkan 
tugas-tugas pokok dan dengan tugas-tugas ini pimpinan akan mempunyai pedoman 
dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas.  
 Hal ini sesuai dengan pendapat Muninjaya (2004), bahwa fungsi perencanaan 
merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Fungsi perencanaan merupakan 
landasan dasar dari manajemen secara keseluruhan, tanpa ada fungsi perencanaan 
tidak mungkin fungsi manajemen yang lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik. 
Perencanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam setiap kegiatan, 
terlebih lagi kegiatan-kegiatan yang besar dan bersifat kompleks. Suatu kegiatan yang 
tidak didahului dengan perencanaan, kemungkinan besar tidak dapat mencapai tujuan. 
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2. Pengorganisasian 
 Fungsi pengorganisasian di tingkat Puskesmas didefinisikan sebagai proses 
penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, 
pendistribusian otoritas atau wewenang untuk mencapai tujuan Puskesmas secara 
efektif dan efisien (Satrianegara, 2014). 
  Konsep teori yang di kembangkan oleh Terry (2006), menunjukkan bahwa 
setelah menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya 
maka perlu merancang atau mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat 
melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 
a. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya, dan Menyusun Kelompok 
Kerja Pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa 
 Pembagian tugas adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam 
organisasi, dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan yang 
terbatas, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil.  
 Dari hasil wawancara yang telah di lakukan pada Program P2M di Puskesmas 
Tamangapa bahwa proses pengorganisasian, di tentukan berdasarkan kompetensi atau 
disiplin ilmu masing-masing yang di miliki tenaga kesehatan. Setelah itu, di 
rumuskan bersama-sama berdasarkan persetujuan masing-masing tenaga kesehatan 
dan keputusan kepala Puskesmas. 
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Puskesmas Tamangapa, bahwa 
proses pengorganisasian pada program P2M secara umum sama dengan 
pengorganisasian pada program lainnya di Puskesmas, yang di tentukan berdasarkan 
kompetensi yang dimiliki masing-masing tenaga kesehatan. Pembagian tugas ini 
dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang program, dimana pembagian sumber 
daya dirumuskan bersama-sama serta berdasarkan keputusan dari kepala Puskesmas. 
Adanya surat keputusan kepala Puskesmas tentang pembagian tugas pegawai, 
menjadi suatu pedoman untuk pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab yang di berikan. (SK Uraian Tugas Pegawai di Lampirkan) 
 Setelah rencana kegiatan puskesmas disusun, perlu dilakukan pengorganisasian. 
Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian 
berupa penentuan para penanggung jawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan 
serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian 
tugas seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas 
Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, 
pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral 
(Kemenkes, 2004). 
 Teradapat dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan dalam 
proses pengorganisaisan yaitu; Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, 
yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja 
pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan; penggalangan kerjasama dalam 
bentuk banyak pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas 
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dengan sektor pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu 
menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor 
ini dapat dilakukan secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait maupun secara 
tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan 
(Kemenkes, 2004)  
 Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan dengan informan 
mengenai cara penyusunan kelompok kerja serta penentuan sumber daya, yaitu di 
lakukan pada lokakarya mini di Puskesmas yang di hadiri seluruh petugas kesehatan 
yang terlibat kemudian di rumuskan secara bersama-sama. Adanya rangkap jabatan di 
Puskesmas terkadang menjadi masalah dalam proses pengorganisasian, namun hal ini 
dapat di terima oleh petugas kesehatan, selama mereka tidak terbebani dan sanggup 
untuk menjalankan tanggung jawab mereka dan bersedia melaksanakan program, 
maka hal tersebut bukan menjadi halangan bagi mereka dalam mencapai tujuan yang 
telah di rencanakan. Hal ini terjadi karena, terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang 
terdapat di Puskesmas. 
 Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas 
Tamangapa, apabila di dalam suatu organisasi atau Puskesmas terjadi rangkap jabatan 
maka tujuan yang ingin di capai tidak akan berjalan efektif atau pelayanan yang di 
berikan akan tidak maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia 
dalam melakukan pekerjaan. 
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 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan 
struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan 
fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat 
memusatkan perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya 
sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.  
 Sebagaimana dalam ajaran agama islam seseorang di tuntut untuk melakukan 
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, hal ini tercantum dalam 
Q.S Al Baqarah/2: 286 : 
                            
                               
                                
            
 Terjemahnya: 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
 mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
 kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 
 Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
 janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
 bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
 pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah 
 kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 
 tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir. (Depag RI, 2011) 
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  3. Pergerakan atau Pelaksanaan 
 Koontz dan Donnel (1991) mengatakan penggerakan adalah pengarahan atau 
directing dari pimpinan atau leading. Sedangkan Siagian (2000), menyatakan 
pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara dan teknik untuk mendorong para 
anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi mencapai 
tujuan organisasi secara efektif dan ekonomis.  
a. Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan Program,Motivasi dan Bimbingan 
seperti apa yang di berikan pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa. 
 Keterlibatan pimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin ini harus ada 
dalam fungsi pergerakan, karena secara sederhana fungsi pergerakan ini bertujuan 
untuk membuat para karyawan melakukan apa yang di inginkan dan apa yang mereka 
harus lakukan. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif 
untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah 
di tetapkan lebih dahulu (Satrianegara, 2014). 
 Inti dari fungsi pergerakan adalah kepemimpinan dengan harapan para anggota 
organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sebaik mungkin. Kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, 
komunikasi dan pengarahan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi 
pergerakan. 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada program P2M di Puskesmas 
Tamangapa bahwa di dalam proses pergerakan, pimpinan selalu memberikan 
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motivasi dan bimbingan dalam proses pelaksanaan program dan memberikan solusi 
kepada petugas kesehatan apabila terjadi hambatan pada saat program di laksanakan. 
 Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan oleh peneliti, dalam fungsi 
pergerakan yang terdapat pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa bahwa, 
semua petugas kesehatan mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di 
berikan masing-masing. Adapun keterlibatan pimpinan selalu memberikan bimbingan 
dan motivasi jika terjadi hambatan pada saat proses pelaksanaan program, sehingga 
hambatan atau masalah yang di temukan pada saat proses pelaksanaan program, dapat 
segera di segera teratasi. 
 Oleh karena itu, pimpinan memiliki tugas melakukan koordinasi, motivasi dan 
mengarahkan seluruh komponen manajemen. Hal ini bertujuan agar semua komponen 
dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, demi 
mencapai apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari 
perencanaan Puskesmas. 
 Hal ini sejalan dengan penelitian Ridwan (2010), terdapat tiga komponen yang 
saling berhubungan yaitu komponen koordinasi, pengarahan dan pimpinan, pada 
ketiga komponen tersebut, yang memegang peran penting yakni pimpinan 
(kepemimpinan). Dalam konteks manajemen kepemimpinan harus diartikan sebagai 
kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mampu dan 
mau mengikuti keinginan pemimpin demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya dengan efektif dan efisien. 
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4. Pengawasan  
 Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 
dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengawasan ini dilakukan untuk menentukan dan mengukur penyimpangan-
penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam 
pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2003). 
a. Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan Pada Program P2M di 
Puskesmas Tamangapa. 
 Dalam hal pengawasan pimpinan perlu mengawasi aktivitas karyawan, serta 
menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan 
koreksi jika diperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. Pengawasan perlu 
dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian 
dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012). 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program P2M di Puskesmas 
Tamangapa, informan menyatakan bahwa proses pengawasan yang di lakukan 
biasanya hanya melalui via telepon. Hal ini disebabkan karena, pimpinan 
memberikan kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan. Sehingga dapat dinilai 
bahwa, pada proses pengawasan program di Puskesmas Tamangapa berjalan kurang 
efektif. 
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 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa fungsi pengawasan yang 
dilakukan pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa belum maksimal, hal ini 
disebabkan karena pimpinan memberikan kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya 
kepada masing-masing tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab yang telah di berikan. Hal ini akan berdampak pada proses pengawasan yang 
kurang efektif. Oleh karena itu, pimpinan dalam proses pengawasan perlu melakukan 
pemantauan langsung terhadap kegiatan atau pelaksanaan program, untuk melihat dan 
menilai hasil kinerja dari petugas kesehatan yang terdapat di Puskesmas. 
 Robbin (1999), menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas yang 
mendasar, sehingga membutuhkan seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan 
pekerjaan organisasi. Sejalan dengan pendapat siagian (1990), bahwa pengawasan 
adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  
  Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 
upaya mengendalikan, agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana 
letak penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk 
mengatasinya.  
 Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1995), 
bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu; (a) Penetapan standar 
pelaksanaan; (b) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) Perbandingan 
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pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-
penyimpangan; (e) Pengambilan tindakan koreksi jika di perlukan. 
5. Evaluasi  
 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, kemudian 
diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan 
bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah disusun dan direncanakan yang kemudian 
berakhir pada tahap pengawasan, dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari 
kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya, kemudian nantinya akan menjadi 
koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik 
lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2004) 
a. Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan Korektif 
pada Program P2M di Puskesmas Tamangapa 
 Proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu 
program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah proses yang teratur dan 
sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur, kriteria yang 
telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan 
saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program. 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program P2M di Puskesmas 
Tamangapa bahwa fungsi evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana program 
yang telah tercapai, serta memperbaiki apabila terjadi penyimpangan yang di 
sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.  
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 Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti bahwa fungsi evaluasi di Puskesmas 
Tamangapa pada Program P2M tersebut dilaksanakan, dengan melihat pencapaian 
indikator keberhasilan Program P2M atau dengan melihat pencapaian SPM (Standar 
Pelayanan Minimal) yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana 
keberhasilan program yang telah dilaksanakan dan hambatan atau penyimpangan-
penyimpangan seperti apa yang terjadi. Kemudian di jadikan sebagai bahan perbaikan 
ke masa yang akan datang, serta melakukan tindakan korektif jika situasi dan kondisi 
mendukung. (Form Standar Pelayanan Minimal di Lampirkan) 
 Evaluasi program kesehatan masyarakat adalah suatu proses untuk menyediakan 
informasi tentang sejauh mana suatu program kesehatan masyarakat telah dicapai, 
bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui 
apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah didapatkan 
dari program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan bila dibandingkan 
dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh, yang berguna untuk merumuskan 
alternatif keputusan di masa yang akan datang (Umar, 2002) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Gambaran Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Fungsi Manajemen pada Program Pengendalian 
Penyakit Menular (P2M) di Puskesmas Tamangapa Makassar, maka peneliti 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Fungsi perencanaan pada program P2M di Puskesmas Tamangapa telah 
 dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan program P2M.  
2. Fungsi pengorganisasian pada program P2M di Puskesmas Tamangapa belum 
 maksimal, karena adanya posisi rangkap jabatan. 
3. Kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada 
 tenaga kesehatan dalam fungsi pergerakan pada program P2M di Puskesmas 
 Tamangapa telah dilaksanakan. 
4. Bentuk pengawasan pada program P2M di Puskesmas Tamangapa hanya 
 melalui via telepon. 
5. Fungsi evaluasi pada program P2M di Puskesmas Tamangapa telah 
 dilaksanakan,  dengan adanya standar pelayanan minimal yang telah disusun 
 untuk melihat  sejauh mana target yang telah tercapai. 
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B. Saran 
Bagi Puskesmas Tamangapa Makassar untuk meningkatkan pengelolaan 
pelayanan kesehatan terutama pada fungsi manajemen pada program P2M di 
puskesmas Tamangapa, terkhusus pada fungsi pengorganisasian dengan menambah 
jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas agar tidak terjadi rangkap jabatan sehingga 
pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Sedangkan dalam fungsi pengawasan 
Pimpinan perlu melakukan pemantauan langsung kegiatan untuk melihat dan menilai 
hasil dari pencapaian kinerja petugas kesehatan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
GAMBARAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN 
BERDASARKAN FUNGSI MANAJEMEN PADA PROGRAM 
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (P2M) 
 DI PUSKESMAS TAMANGAPA MAKASSAR 
 
Hari/ Tanggal  : 
Waktu   : 
Lama wawancara : 
A. KARAKTERISTIK INFORMAN 
1. Inisial Informan : 
2. Umur   : 
3. Pendidikan  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. DAFTAR PEDOMAN 
Topik Pedoman Pertanyaan 
- Perencanaan 
(planning) 
1.  Menentukan prioritas masalah, Identifikasi 
masalah, tekhnik yang digunakan. 
- Identifikasi masalah : 
a) Bagaimana cara anda dalam 
melakukan proses identifikasi masalah 
b) Siapa yang terlibat dalam melakukan 
identifikasi masalah 
c) Kapan dan dimana di lakukan proses 
identifikasi masalah 
- Teknik dalam menentukan prioritas 
masalah: 
a) Teknik seperti apa yang digunakan 
dalam proses menentukan prioritas 
masalah 
b) siapa yang melaksanakan teknik 
tersebut 
c) Setiap Kapan dan dimana penerapan 
tekhnik tersebut di lakukan. 
2. Menetapkan tujuan target/menyusun strategi 
- Bagaimana cara anda dalam menyusun 
 
 
strategi 
- Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan 
strategi 
3. Merumuskan program kerja 
- Waktu pelaksanaan program kerja  
a) Bagaimana cara merencanakan waktu 
pelaksanaan program kerja 
b) Siapa yang terlibat dalam hal pengambilan 
keputusan waktu pelaksanaan proker 
- Tempat pelaksanaan 
a) Bagaimana cara menetapkan tempat 
pelaksanaan proker 
b) Siapa yang terlibat dalam pengambilan 
keputusan tempat pelaksanaan proker 
- Rencana anggaran 
a) Bagaimana  merencanakan  anggaran 
untuk proker yang akan di laksanakan 
(alat, kebutuhan tenaga dsbnya) 
b) Dari mana anggaran itu di peroleh untuk 
dapat melaksanakan proker 
 
- Pengorganisasian 
(organizing) 
1. Penentuan sumber daya 
- Penggunaan waktu dan sumber daya 
 
 
a) Bagaimana cara membagi waktu dan 
sumber daya dalam proses 
pengorganisasian 
b) Siapa yang terlibat dalam pembagian 
waktu dan sumber daya 
- Menyusun kelompok kerja 
a) Bagaimana cara menyusun kelompok 
dalam proses pengorganisasian 
b) Siapa yang terlibat dalam penyusunan 
kelompok kerja 
- Pelaksanaan 
 ( actuating) 
 
1. Bagaimana Keterlibatan pimpinan dalam 
proses pelaksanaan program kerja 
2. Motivasi dan bimbingan seperti apa yang di 
berikan dalam kelancaran pelaksanaan 
program 
- Pengawasan 
(controlling) 
1. Bagaimana cara pimpinan dalam melakukan 
proses pengawasan atau memonitoring 
jalannya suatu kegiatan di Puskesmas 
 
 
- Evaluasi  
(Evaluating) 
1. Penilaian keberhasilan program  
- cara mengukur berhasil atau tidaknya 
program  
a) bagaimana cara mengukur keberhasilan 
program  dalam proses pengawasan  
b) siapa yang melakukan pengukuran  
keberhasilan program yang telah di 
lakukan 
c) seperti apa indikator keberhasilan yang 
telah dicapai 
2.    Pengambilan tindakan korektif apabila terjadi  
penyimpangan 
- Siapa yang terlibat dalam proses 
pengambilan korektif apa bila program 
yang dilakukan terdapat penyimpangan 
- Tindakan korektif seperti apa yang 
dilakukan 
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